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Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membedah lebih dalam upaya untuk
meningkatkan kualitas layanan publik yang dilakukan oleh birokrasi.
Struktur birokrasi yang besar dan kaku dianggap sebagai biang keladi
dari berbagai patologi birokrasi.

Bentuk organisasi pipih diharapkan lebih meningkatkan efisiensi
dan efektivitas birokrasi. Hierarki yang pendek dan didukung oleh
pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan mengurangi peluang
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terjadi penyimpangan di samping meningkatkan koordinasi dalam tiap--.

tiap bagian birokrasi. \
Dampaknya adalah peningkatan responsivitas birokrasi dalam

memberikan pelayanan pada masyarakat. Muaranya adalah pening-

katan kinerja dari birokrasi karena masyarakat juga ikut mengontrol

pBlaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan.

Kata Kunci: kualitas layanan, organisasi pipih, kinerja

Pendahuluan

Lembaga penyedia layanan
publik sering disebut birokrasi. Ma-
Syarakat sebagai pengguna layanan
apabila menghadapi pelayanan yang
lama dan berbelit-belit sering me-
nyebut layanan yang diberikan sa-
ngat birokratis. Pandangan negatif
yang dimiliki masyarakat muncul se-
bagai akibat dari sangat rigid dan
Panjangnya prosedur yang harus di-
lalui. Wajar apabila kemudian ma-
Syarakat cenderung untuk masa bo-
doh apabila berurusan dengan lem-
baga pelayanan publik karena pan-

dangan negatif yang melekat pada-
nya.

~ Pelayanan yang lama dan
berbelit-belit yang kadang dihadapi
oleh masyarakat karera struktur
yang dimiliki memang menghasilkan
prosedur yang demikian. Struktur or-
ganisasi yang berlapis membuat per-
jalanan proses pelayanan menjadi

-lebih banyak. Hal ini merupakan ciri

khas dari birokrasi. Pembagian
organisasi dan spesialisasi peker-
jaan menuntut bentuk organisasi
yang besar dan kaku.
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Dimasa mendatang, bentuk
organisasi yang besar dan kaku se-
makin kurang kondusif, Aspek ke-
cepatan dan ketepatan layanan serta
waktu yang dibutuhkan untuk setiap
layanan menjadi ukuran dalam ku-
alitas layanan yang diberikan. Oleh
karena itu periu adanya upaya te-
robosan yang bisa membentuk
lembaga birokrasi yang mampu me-
respon sefiap layanan bagi masya-
rakat dengan lebih cepat, tepat dan
waktu sesingkat mungkin.

Struktur Lembaga Birokrasi

Peter Al Blau mengungkapkan
birokrasi adalah tipe dari suaty or-
ganisasi yang dimaksudkan untuk
mencapai tugas-tugas administratif
yang besar dengan cara mengko-
ordinir secara sistematis (teratur) pe-
kerjaan dari banyak orang (Bintoro,

1985:71). Sedangkan secara ideal

ciri-Ciri struktur birokrasi diungkap-

kan oleh Weber: |

1. Adanya pengaturan ataupun ke-
organisasian fungsi-fungsi resmi
yang saling terkait, olch aturan,
yang menjadikan’ fungsi-fungsi
resmi itu suatu kesatuan yang
utuh,

2. Adanya pembagian Kkerja yang
jelas dalam organisas;.

3. Adanya pengorganisasian yang
mengtkuti prinsip hierarki, yaitu
tingkatan yang lebih rendah di-
awast dan diatur gleh ting-katan
yang lebih tinggi dalam bentuk
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hierarki otoritas (chain of com-
mand).

4. Adanya sistem penerimaan dan
Penempatan karyawan (anggota
organisasi} yang didasarkan ke-
mampuan teknis, tanpa mem-
perhatikan sama sekali koneksi,
hubungan keluarga atau favorit-
isme, ‘

5. Adanya pemisahan antara pe-
milikan alat produksi maupun
administrasi dari kepemimpinan
organisasi.

6. Adanya obyektivitas dalam me-
laksanakan tugas yang berkait-
an dengan suatu jabatan dalam
organisasi,

7. Kegiatan administratif, keputus-
an-keputusan, dan peraturan-
peraturan dalam organisasi se-
lalu ditvangkan datam bentuk
tertulis.

Tujuan utama dari ciri-ciri ideal bi-

rokrasi adalah untuk mencapai ting-

kat efisiensi tertinggi dalam kegiatan
atau operasi organisasi. Organisasi
birokratis, menurut Weber, dapat
menjamin tercapainya alokasi sum-
ber yang terbatas pada sebuah ma-
syarakat yang kompieks, Salah saty
wujudnya adalah keseragaman pro-
duk yang dihasilkan oleh organisasi

(Lubis dan Huseini, 1987: 74-75).

Struktur organisasi merupa-
kan bentuk organisasi, yang diran-
cang dengan memperhatikan akibat
dari pengaruh keseluruhan faktor
kondisi lingkungan, ukuran dan jenis
teknologi yang digunakan dan sa-



saran yang hendak dicapai or-
ganisasi (ibid). Struktur birokrasi juga
harus memperhatikan  keempat
faktor tersebut.

1. Faktor Kondisi Lingkungan

Lingkungan merupakan selu-
ruh elemen yang terdapat diluar
batas-batas organisasi, yang
mempunyai potensi untuk mem-
pengaruhi sebagian ataupun su-
atu organisasi secara keseluru-
han. Elemen-elemen tersebut
adalah industri, bahan baku, te-
naga kerja, keuangan, pasar, tek-
nologi, kondisi ekonomi, kebija-
kan pemerintah, dan kebuda-
yaan. Dengan demikian elemen
lingkungan yang mempengaruhi
birokrasi sangat banyak karena
kegialan birokrasi bisa merambah
ke segala elemen yang bersen-
tuhan dengan berbagai aspek ke-
hidupan masyarakat dan men-
jangkau masyarakat hingga ke
pelosok daerah terpencil. Hal uta-
ma yang harus diperhatikan biro-
krasi adalah pengaruh lingkungan
tersebut bisa membahayakan bi-
rokrasi dalam mencapai tujuan-
nya atau tidak.

Pengaruh fingkungan terha-
dap organisasi dapat Dianalisis
melalui dua dimensi yaitu meialui
kompleksitas dan stabilitasnya.
Kedua dimensi ini menentukan
besarnya tingkat ketidakpastian
lingkungan yang harus dihadapi
oleh organisasi. Qrganisasi harus

153

mampu meng-hadapi ketidakpas
tian lingkungannya.
Ketidakpastian (uncertainty)
kingkungan menunjukkan keada-
an dimana pimpinan organisasi
tidak mempunyai informasi yang
cukup mengenai keadaan lingku-
ngannya, sehingga akan meng-
akibatkan timbulnya kesulitan da-
lam memperkirakan perubahan-
perubahan lingkungan yang akan
terjadi. Ketidakpastian ini menye-
babkan tindakan-tindakan yang
akan diambil oleh organisasi
mempunyai resiko kegagalan
yang tinggi. )
Kompleksitas (keragaman)
lingkungan menunjukkan hetero-
genitas atau banyaknya elemen-
elemen eksternal yang berpenga-
ruh terhadap berfungsinya suatu
organisasi. Lingkungan terdiri dari
jenis lingkungan yang sangat
kompleks hingga lingkungan yang
sangat sederhana, dimana hanya
ada sedikit elemen lingkungan
yang berpengaruh terhadap orga-
nisasi. Suatu lingkungan dinyata-
kan sebagai lingkungan yang se-
derhana jika hanya ada paling
banyak 3 atau 4 elemennya yang
berpengaruh terhadap organisasi.
Stabilitas lingkungan meng-
gambarkan kecepatan perubahan
yang terjadi pada elemen-elemen
lingkungan. Lingkungan terdiri
dari jenis lingkungan yang sangat
stabil hingga lingkungan yang
sangat tidak stabil. Lingkungan
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dinyatakan sebagai stabil apabita
elemen-elemennya jarang sekalii
mengalami perubahan, sehingga
keadaan lingkungan bolgh diang-
gap tetap selama bertahun-ta-
hun.

Birokrasi meriliki lingkungan
yang beragam. Heterogenitas
Iingkungan birokrasi sangat tinggi
terutama apabila dihadapkan de-
ngan fayanan di daerah perkota-
an. Masyarakat perkotaan memili-
ki keragaman yang sangat tinggi
terutama dikaitkan dengan ele-
men-elemen  lingkungan yang
berpengaruh terhadap organisasi.
Berbeda halnya dengan masya-
rakat pedesaan yang ada di pelo-
sok daerah. Daerah pedesaan
cenderung memiliki tingkat hete-
rogenitas yang rendah karena
elemen fingkurgan yang' dimiliki-
nya sedikt,

- Stabilitas lingkungan birokra-
si terutama di daerah perkotaan
dapat dikategorikan tidak stabil
dibandingkan dengan daerah pe-
desaan. Aksesibilitas yang lebih
baik di daerah perkotaan memu-
dahkan masyarakat memperoieh
infformasi secara cepat. Hal ini
berakibat kecepatan terjadi peru-
bahan di daerah perkotaan lebih
tinggi. Mengingat daerah pede-
Saan memiliki tingkat aksesibilitas
terhadap informasi yang sifatnya
nasional, Meskipun isi lokal kerap
kali memiliki kecepatan yang
tinggi tapi isu tersebuyt jarang ber-
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kaitan dengan kegiatan kritisisasi
peiayanan publik,

Dampaknya adalah tingkat
ketidakpastian lingkungan biro-
krasi memiliki tingkat sebaran
yang luas. Tingkat sebaran terse-
but mulai dari yang rendah sam-
pai tinggi. Di wilayah perkotaan
tingkat ketidakpastiannya tinggi
karena heterogenitasnya tinggi
dan daerahnya cenderung tidak
stabil. Sedangkan tingkat ketidak-
pastian di daerah pedesan ren-
dah karena heterogenitasnya ren-
dah dan cenderung stabil,

Faktor Ukuran QOrganisasi

Ukuran organisasi sangat
berpengaruh terhadap struktur or-
ganisasi. Organisasi akan men-
jadi lebih kompleks, mempunyai
lebih banyak bagian, jika ukuran-
nya besar. Birokrasi memiliki uku-
ran yang sangat besar. Organisa-
si birokrasi sangat besar karena
memiliki kegiatan yang sangat
banyak. Seluruh kegiatan peme-
rintahan dari yang paling seder-
hana seperti pengurusan kartu
tanda penduduk (KTP) sampai
dengan pembuatan wndang-un-
dang merupakan kegiatan yang
berhubungan dengan birokrasi.

- Meskipun ukurannya sangat
besar, kegiatan yang dilakukan
oleh birokrasi dapat tetap betjalan
dengan baik. Hal ini karena
keseluruhan sistem operasi dan
prosedur birokrasi telah ditetap-
kan. Aspek formalisasi dan sen-



tralisasi memang menjadi bagian
yang sangat penting dalam biro-
krasi. Mekanisme yang berjalan
dalam birokrasi ditetapkan mela-
lui undang-undang sehingga sa-
ngat formal dan tersentralisasi. Ini
sekaligus merupakan upaya dari
birokrasi untuk mengurangi be-
sarnya ketidakpastian lingkungan.
Sehingga tujuan birckrasi adalah
untuk menciptakan keseragaman
produk layanan mampu diwujud-
kan. Dampaknya adalah lamanya
proses pengurusan kegiatan laya-
nan yang diberikan oleh birokrasi.
. Faktor Jenis Teknologi

Teknologi didefinisikan se- -

bagai pengetahuan, alat-alat, tek-
nik dan kegiatan yang digunakan
untilk mengubah input menjadi
output. Sedangkan jenis teknologi
yang dikembangkan oleh birokra-
si menurut Thompson tergolong
dalam teknologi intensif. Teknolo-
gi intensif merupakan kumpulan
dari beberapa jenis pelayanan
khusus, yang keseluruhannya di-
gabungkan untuk melayani klien
(ibid).

Charles Perrow mengemu-
kakan adanya dua dimensi yang
bisa digunakan sebagai skala pe-
nguku teknologi yang mempunyai
relevansi terhadap struktur mau-
pun kegiatan yang terjadi dalam
suatu organisasi.

a. Variasi Tugas (fask varia-
tion)
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Menunjukkan banyak-
nya kekecualian {except-
ions) dalam tugas yang di-
ukur dengan banyak hal tak
terduga dan hal yang baru,
yang terjadi dalam proses
pekerjaan. Dengan demikian
variasi tugas nifainya tinggi
jika proses mempunyai ba-
nyak masalah maupun hal
tak terduga. Jika pekerjaan
berulang dengan tugas yang
selalu sama, berarti tekno-
logi mempunyai nilai variasi
tugas yang rendah.
Kemudahan Analisis (analy-
zibility)

Pekerjaan yang mu-
dah dianalisis bisa diuraikan
menjadi beberapa langkah
jelas dan juga bersifat me-
kanistik sehingga bisa dija-
lankan dengan prosedur
yang bersifat obyektif dan
terukur secara kuantitatif.
Dengan demikian, penyele-
saian sefiap masalah men-
jadi mudah karena setiap
langkah dalam proses teru-
kur secara jelas dan mudah
diketahui jika ada penyim-
pangan.

Pekerjaan yang tidak
mudah dianalisis, berarti
bahwa hubungan sebab-aki-
bat pada proses pekerjaan
tidak mudah diketahui de-
ngan jelas. Karena itu, akan
dialami kesulitan untuk me-
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nemukan jawaban jika di-
jumpai masalah. Penyele-
saian masalah akan sangat
bergantung pada pengala-
man, intuisi, dan juga per-
timbangan pribadi, dan sa-
ma sekali bukan didasarkan
pada prosedur yang jelas
dan baku (ibid).

Jenis teknologi yang dila-
kukan oleh birokrasi apabila di-
analisis menurut skala pengu-
kuran yang dikemukakan oleh
Perrow diatas  memiliki ren-
tangan yang beragam. Variasi
tugas birckrasi sangat rutin apa-
bila dikaitkan dengan peiayanan
publik. Banyak kegiatan pela-
yanan publik yang secara beru-
lang diberikan kepada masya-
rakat, seperti sensus, pajak,
maupun administrasi kependu-
dukan sehingga menmiliki variasi
tugas yang rendah. Namun,
birokrasi juga memiliki peker-
jaan yang variasi tugasnya ting-
gi. Pekerjaan tersebut adalah
pekerjaan  yang berhubungan
dengan proses pembuatan ke-
biiakan yang skalanya* nasional.
Permasalahan di tingkat nasi-
onal sangat banyak dan selaly
berubah dari waktu ke wakty
sehingga banyak tugas dan ma-
salah vang tidak terduga serta
membutuhkan respon yang ce-
Pat. Dampaknya adalah variasi
tugas yang dimiliki pekerjaan ini
sangat tinggi.
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4.

Demikian halnya dengan
tingkat analisis dari pekerjaan-
pekerjaan yang dilakukan biro-
krasi juga memiliki rentangan
yang luas. Jenis tugas yang ber-
hubungan langsung dengan
masyarakat (pelayanan publik)
memiliki tingkat analisis yang
rendah. Jenis pekerjaan yang
dilakukan sangat mekanistik dan
berurutan, contohnya adalah
kegiatan administrasi kependu-
dukan. Sedangkan jenis peker-
jaan yang berhubungan dengan
proses pembuatan kehijakan
membutuhkan tingkat analisis
yang tinggi.

Sasaran Organisasi

Sasaran {goal) organisasi
adalah suatu keadaan atau kon-
disi yang ingin dicapai oleh or-
ganisasi.. Dengan demikian sa-
saran juga dapat diartikan se-
bagai tujuan organisasi, baik tu-
juan jangka panjang maupun
jangka pendek, juga mencakup
sasaran dari keseluruhan or-
ganisasi ataupun sasaran dari
suatu bagian tertentu dari or-
ganisasi. .

Pembahasan mengenai sa-
saran organisasi menjadi pen-
[ling untuk dilakukan karena ber-
manfaat dalam organisasi. Man-
faat tersebut antara lain:

a. Memberikan pengakuan (le-
gitimacy), b. Arah bagi pengem-
bangan organisasi. ¢. Kriteria
untuk mengukur performansi or-



ganisasi, d. Mengurangi keti-
dakpastian

Patologi Birokrasi

Bentuk organisasi yang ditun-
jukkan oleh Weber dengan tujuh
dimensi tersebut merupakan bentuk
ideal dari organisasi birokratis. Ke-
banyakan dimensi tersebut tampak
dijalankan pada banyak organisasi
yang ada di sekeliling kita, seperti
hierarki otoritas, pembagian tugas,
dan penggunaan dokumen tertulis
tentang operasi yang digunakan oleh
organisasi. Namun, jarang sekali di-
jumpai organisasi yang mampu men-
jalankan ke tujuh dimensi tersebut
secara sempuma.

Dalam kenyataan, banyak or-
ganisasi yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip yang diusulkan oleh
Weber. Padahal jika dijalankan de-
ngan sungguh-sungguh, model of-
ganisasi rasional yang diusulkan
oleh Weber memiiiki banyak keung-
gulan. Tugas-tugas akan dapat dise-
lesaikan secara efisien, dan para pe-
jabat dalam organisasi tidak akan
memanfaatkan organisasi untuk ke-
pentingan dirinya sendiri.

Weber dalam prinsip-prinsip-
nya tidak mengemukakan peran-an
budaya (kuitur) dalam individu-indi-
vidu yang berada dalam birokrasi.
Kondisi sosial masyarakat pada saat
Weber mengemukakan teorinya
adalah jaman revolusi in-dustn di
Eropa. Weber membahas peran
organisasi dalam suatu ma-syarakat,
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dan ia mempertanyakan bentuk
organisasi yang sesuai bagi sebuah
masyarakat industri seperti di ercpa
pada akhir abad ke-19. Menurut
Weber bentuk organisasi birokratis
merupakan jenis organi-gasi yang
mempunyai karakteristik yang sesuai
bagi sebuah masya-rakat industri,
paik untuk lembaga pemerintahan”
maupun untuk organi-sasi usaha
(ibid).

Budaya sangat mempengaru-
hi perilaku suatu masyarakat. Wujud
birokrasi Weber mungkin sangat te-
pat untuk masyarakat industri Eropa
yang telah memiliki budaya kerja
yang baik. Hal tersebut akan ber-
beda apabila bentuk birokrasi di-
terapkan pada masyarakat yang be-
lurn memiliki budaya kerja yang baik.
Artinya, sebaik apapun sebuah ben-
tuk birokrasi, apabila tidak didukung
oleh budaya kerja yang baik dari in-
dividu-individu yang ada di dalam-
nya maka wujud ideai birokrasi sulit
terwujud. Justru yang muncul adalah
tindakan-tindakan yang menyimpang
dari prinsip-prinsip Weber. Praktik
penyimpangan dalam birokrasi dan
semakin lama menggerogoti biro-
krasi seperti layaknya seseorang
yang menderita penyakit ditubuhnya.
Penyakit yang ada dalam birokrasi
secara sederhana disebut patologi
birokrasi.

Masyarakat Indonesia memi-
liki budaya paternalistik yang sangat
kuat dan hal tersebut berimbas ke-
pada budaya kerja yang dimiliki.
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Sistem nilai, norma, dan adat ke-
bisaaan vyang selaiy menjunjung
tinggi dan mengagungkan penguasa
sebagai orang yang harus dihormati
karena mereka telah memberikan
kehidupan dan pengayoman bagi
warga masyarakat. Hal ini mem-
bentuk persepsi yang sama di ka-
langan pegawai birokrasi untuk
memperlakukan pimpinan di unit
kerjanya. Di dalam budaya pater-
nalisme, atasan - memberikan per-
lindungan dan pekerjaan kepada
bawahannya. Hal tersebut berdam-
pak pada munculnya perasaan
berhutang  budi, segan, dan fakui
pada diri bawahan terhadap atasan,
yang pada akhirnya ketika atasan
bertindak di luar peraturan, bawahan
tidak memiliki keberanian untuk
menegumya. Keadaan tersebut se-
. makin jelas terungkap dari pernya-
- taan petugas pelayanan dan kepala
dinas yang menjelaskan ketidak-
- mungkinan mengkritik atasan meski-
- pun atasan itu bersalah. Dalam biro-
krasi indonesia, tampaknya pendele-
gasian wewenang menjadi masatah
karena pada kenyataannya segala
keputusan tergantpng pada pimpi-
nan dan implikasi lebih lanjut adaiah
semakin suburmya budaya mohon
petunjuk kepada atasan. Hasil survei
dalam penelitian tersebut mem-
perlihatkan bahwa 80% petugas pe-
layanan bertindak atas dasar Instuksi
atasan dan hanya sebagian kegil
(4%) petugas pelayanan memiliki in-
isiatif pribadi (CPPS, 2001- 2).
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Kelemahan dalam delegasi
wewenang berakibat pada iamban-
nya pengambilan keputusan oleh bi-
rokrasi. Para pegawai tidak berani
mengambil keputusan karena takut
membuat kesalzhan sehingga se-
mua keputusan harus diambil oleh
pimpinan. Padahal untuk sampai ke
meja pimpinan, masalah tersebut
harus melewati hierarki yang ber-
jenjang dalam kantor sehingga da-
pat dibayangkan waktu yang dibu-
tuhkan untuk penyelesaian suaty
masalah bisa menjadi bertarut-farut
dan lama. Akibatnya adalah muncui
tindakan pilih kasih atas layanan
yang diberikan kepada masyarakat.
Atas  pertimbangan kekerabatan,
pertemanan, atau peningkatan pen-
dapatan seorang pegawai bisa
memberikan layanan kKhusus kepada
Masyarakat dengan jaminan waktu
yang lebin cepat Padahal peraturan
tentang layanan sudah dengan jelas
ditetapkan tapi praktik-praktik pe-
nyimpangan tetap terjadi.

Organisasi
Organization)
Menurut Dr. Les Pang masa-
lah-masalah yang dihadapai oleh
struktur organisasi tradisional {Pro-
blems with Traditional Organization
Structures, Pang, 20017) adalah;
1. Lack of fiexibility to changing
mission needs/rapidly  changing
world .2. Intemmal and external co-
mmunication (ideas are not commu-
hicated,) 3. Slow/Poor in responding

Pipih  (Flat/Lattice



to customer requirements. 4. Turf
battles. 5. Failure to get things done.
6. Customers/Nendors have a hard
time dealing with the organization
(multiple/unknown contacts).
Permasalahan tersebut dihadapi
oleh banyak organisasi besar baik
pemerintah maupun swasta. Besar-
nya volume kerja organisasi menun-
tut organisasi harus tumbuh. Per-
tumbuhan organisasi diikuti dengan
bertambahnya pegawai yang mena-
ngani beragam tugas. Dampaknya
adalah bertambah besar pula struk-
tur yang dimiliki organisasi. Wilayah
kerja yang luas secara georafis juga
menuntut adanya perluasan kelem-
bagaan dengan ‘kantor-kantor ca-
bang.

Struktur yang besar, banyak-
-Nya jumlah orang yang terlibat, dan
luasnya wilayah secara geografis
mengakibatkan organisasi tidak flek-
sibel terhadap perubahan ling-
kungan. Pengambilan keputusan-ke-
putusan penting menjadi terhambat
apabila komunikasi organisasi tidak
dijalankan dengan baik. Mengingat
banyaknya jumlah pegawai, koor-
dinasi yang baik harus dilakukan
oleh tiap-tiap bagian dalam organi-
sasi. Di samping itu jarak yang jauh
juga bisa menjadi penghambat ke-
cepatan dalam koordinasi.

Permasalahan diatas juga di-
hadapi oleh birokrasi. Padahal biro-
krasi sangat dibutuhkan oleh ma-
syarakat modern karena mampu
untuk mencapai tugas-tugas admi-
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nistratif yang besar dengan carz
mengkoordinir secara sistematis (te-
ratur) pekerjaan dari banyak orang.
Tugas-tugas administratif yang be-
sar dan banyaknya orang yang ter-
libat didalamnya membuat birokrasi
menjadi organisasi raksasa. Muara-
nya adalah munculnya permasa-
lahan di atas dalam birokrasi.

Tindakan birokrasi untuk me-
ngurangi dampak yang ditimbulkan
permasalahan tersebut adalah de-
ngan melakukan adaptasi. Adaptasi
dapat dilakukan dengan 2 cara: a)
perubahan internal, yaitu dengan
menyesuaikan struktur internal or-
ganisasi, pola kerja, perencanaan,
dan aspek internal lainnya yang se-
suai dengan karakteristik ling-
kungan, b) berusaha untuk mengua-
sai dan mengubah kondisi ling-
kungan sehingga menguntungkan
bagi organisasi. Tindakan adaptasi
birokrasi dengan menguasai dan
mengubah kondisi lingkungan sa-
ngat sulit dilakukan mengingat be-
sarnya ukuran organisasi. Adaptasi
yang memungkinkan adalah dengan
melakukan perubahan internal da-
lam organisasi.

Dr. Les Pang mengemukakan
konsep organisasi pipih (flat/attice)
sebagai wujud perubahan internal
yang terjadi. Organisasi pipih adalah
pengurangan lapisan (tingkatan) da-
lam sebuah organisasi dengan ha-
rapan pencapaian efisiensi dan
efektivitas organisasi (reducing Ia-
yers of an organization in the hope
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of achieving organizational efficiency
and effectiveness). Dengan pe-
ngurangan hierarki, struktur organi-
sasi menjadi lebih pipih. Organisasi
bisa lebih cepat dalam mengambil
keputusan karena hierarki yang di-
miliki lebih sedikit. Dampak lainnya
adafah meningkatnya responsivitas
organisasi. Proses tersebut juga ha-
rus diikuti dengan: 1. Decentra-
lization of authonty. 2.Information
sharing. 3. Diffusion and distribution
of competency. 4, Redefinition and
reallocation of awards {ibid).
Tujuan dari proses di atas adalah
untuk membuka sumbatan-sumbat-
-an yang selama ini terjadi pada pe-
rubahan yang sangat besar. Pen-
delegasian wewenang yang baik
memberikan kesempatan yang lusa
bagi para pegawai untuk lebin cepat
mengambil keputusan. Pengambilan
Keputusan yang baik didasarkan
" oleh baiknya lalu lintas informasi da-
. lam organisasi. Pengambilan kepu-
‘tusan bisa dilakukan oleh pegawai
yang benar-benar memahami masz-
lah. Pegawai juga terpacu untuk
lebih berprestasj dalam crganisasi
Organisasi pipih harus men-
ciptakan koordinasi yang baik antara
pimpinan dengan bagian-bagian. Hal

ini disebabkan semakin pan-jangnya .

rentangan kontrol yang di-miliki
sehingga pimpinan memiliki
bawahan langsung yang iebih ba-
nyak. Pendelegasian wewenang
yang baik memiliki peranan penting
meskipun pimpinan perlu untuk da-
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pat dengan cepat berkomunikasi de-
ngan bawahannya terutama untuk
pengambilan keputusan yang ber-
sifat strategis. Akibatnya organisasi
membutuhkan investasi untuk men-
ciptakan jalur komunikasi yang baik
dan cepat antara pimpinan dengan
bagian-bagian di bawahnya. Peman-
faatan teknologi informasi menjadi
sangat penting dalam organisasi.

Menurut Jos Luhukay “orgarti-
sasi-organisasi yang agrle, luwes,
dan bisa cepat bergerak, dia akan
flat. Kalau sudah flat, Tl-nya pasti
tinggi®. Artinya, untuk menciptakan
svatu organisasi yang responsif,
maka diperlukan semakin sedikit
hierarki. Dengan semakin sedikti
hierarki, proses pengambilan ke-
putusan startegis tidak melewati ba-
nyak jenjang tapi langsung berada
ditangan pimpinan (Luhukay, 2005).
Metode ini menuntut sistem infor-
masi yang baik di setiap bagian da-
lam organisasi. Masalah yang mun-
cdl bisa ditangani dengan cepat ka-
rena pihak-pihak yang berkompeten
dalam pengambilan keputusan bila
langsung berkoordinasi. Pengguna-
an Tl yang baik-dalam organisasi
bisa mengatasi masalah koordinasi
meskipun letak kantor yang ber-
jauhan secara geografis,

Peluang bagi birokrasi untuk
menerapkan bentuk organisasi pipih
sangat besar. Dengan bentuk or-
ganisasi pipih, hierarki birokrasi
menjadi lebih pendek. Pendeknya
hierarki birokrasi akan mempercepat



proses pengambilan keputusan da-
lam mengatasi tuntutan-tuntutan dari
masyarakat. Upaya ini dilakukan pe-
merintah sejak mulai mencanangkan
program otonomi daerah di Indo-
nesia, Sebelum ofonomi daerah pe-
merintah pusat memiliki kantor de-
partemen di tingkat dua. Pelayanan
lintas departemen yang terjadi pe-
ngambilan keputusannya lama ka-
rena harus sampai ke pusat dulu ba-
ru ke daerah lagi. Proses itu sangat
tidak efisien. Setelah otonomi dae-
rah, semua kantor departemen di-
bekukan dan keberadaannya diubah
menjadi dinas. Dampaknya adalah
peningkatan jumiah urusan yang
harus ditangani oleh pemerintan
tingkat dua. Pemerintah Kabupaten
"Banyumas sebagai salah satu yang
menerima pilot proyek otonomi dae-
rah mengalami peningkatan seba-
nyak 19 urusan baru. Perubahan
kantor departemen menjadi dinas
juga menambah jumiah kantor dinas
menjadi 24 dinas (Dwi Harsono,
1998: 56). Peningkatan jumlah unit
pelaksana daerah (dinas) mem-
perpanjang rentangan kontrol bupa-
ti. Masalah Pemerintah Kabupaten
Banyumas juga dihadapi pemerintah
kota dan kabupaten di Indonesia
sejak otonomi daerah dicanangkan
secara nasional mulai tahun 2000.
Pembengkakan kantor dinas yang
diilkuti dengan berpindahnya ribuan
pegawai kantor departemen menjadi
pegawai yang diperbantukan di
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dacrah merupakan kejadian yang
bersifat hasional.

Perubahan kantor departemen
menjadi kantor dinas memunculkan
terobosan-terobosan di tingkat dae-
rah. Pelayanan pefijinan yang se-
helumnya melalui kantor depar-
temen sangat lama dan berbelit-belit
menjadi lebih mudah karena adanya
Kantor Pelayanan Perijinan Satu
Atap (KPPSA). Pelayanan menjadi
lebih cepat karena pengurusan ha-
nya berada di tingkat pemerintah ka-
bupaten. Koordinasi pelaksanaan
pembangunan di daerah juga di-
harapkan bisa berjalan dengan baik
karena dinas pekerjaan umum bisa
berkoordinasi langsung dengan di-
nas terkait tanpa periu melalui de-
partemen di pusat (ibid).

Agenda yang perlu dilaksana-
kan oleh pemerintah daerah adalah
pemanfaatan feknologi informasi
yang lebih luas unfuk memperancar
kootdinasi di tiap bagian. Bagian-ba-
gian yang perlu pemanfaatan Ti
adalah bagian yang dari sisi jenis
teknologi memang membutuhkan
adanya prioritas dalam koordinasi.
Dengan demikian, koordinast diha-
rapkan tidak menjadi kendala dalam
proses pengambilan keputusan ka-
rena tidak ada hambatan. Tanda ta-
ngan juga tidak harus diperoleh darl
pejabat karena pendelegasian we-
wenang berjalan dengan baik.
Kecepatan dalam pengambilan ke-
putusan akan berdampak kepada
tingkat responsivitas layanan ke-
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pada masyarakat. Terutama layanan
yang bersifat lintas sektoral. Pela-
yanan yang lama dan berbelit-belit
disebabkan oleh panjangnya hierarki
keputusan dapat dikurangi dengan
bentuk organisasi yang pipih dan
kendala koordinasi dapat diatasi
dengan koordinasi yang baik berkat
TI.

Bentuk organisasi yang pipih
dan didukung Tl yang baik diharap-
kan juga bisa mengurangi patologi
birokrasi. Dengan hierarki yang lebih
pendek maka alasan pungutan tam-
bahan untuk pengurusan tanda ta-
ngan pejabat dan ‘ongkos jalan’
menjadi berkurang. Ferilaku pater-
nalistik bisa dikontrol oleh masya-
rakat. T| memungkinkan Pemerintah
Daerah mengembangkan progran-e-
government sebagai wujud trans-
~paransi dan akuntabilitas terhadap
masyarakat. Pemerintah bisa meng-
-informasikan berbagai macam kegi-
_atan maupun program yang dilaksa-
‘nakan dan masyarakat bisa me-
ngontrol resiko terjadi penyim-
pangan. Hal tersebut bisa terjadi ka-
rena dengan e-government peme-
rintah dan masyarakat bisa ber-
komunikasi secara intensif. Pening-
katan kualitas layanan akan selalu
diupayakan oleh pemerintah karena
masyarakat selalu melakukan kon-
trol dan memberikan keluhan terha-
dap layanan yang diterimanya.
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Penutup

Sustainability organisasi sa-
ngat dipengaruhi oleh lingkungan-
nya. Oleh karena itu organisasi ha-
rus selalu melakukan pembaharuan
terhadap tuntutan lingkungan. Biro-
krasi yang selama ini dicap sebagai
lama, dan berbelit-belit harus me-
ngubah citra tersebut. Pembenahan
internal harus dilakukan untuk men-
ciptakan layanan yang lebih cepat
dan tepat kepada masyarakat. Se-
cara eksternal, birokrasi harus selalu
membangun komunikasi yang baik
dengan masyarakat pengguna untuk
meningkatkan kalitas layanannya.

Pengembangan teknologi in-
formasi merupakan upaya untuk
meningkatkan kinerja birokrasi. Ko-
ordinasi yang selama ini dianggap
menjadi kendala utama diharapkan
semakin baik. Koordinasi yang baik
akan menciptakan lalu lintas infor-
masi yang baik pula sehingga pe-
ngambilan keputusan dapat dilaku-
kan dengan cepat. Dampaknya ada-
lah meningkatkan responsivitas ter-
hadap layanan yang diberikan kepa-
da masyarakat.
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